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sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Surat Edaran 

Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012. 

2. Bagi Hakim, dalam mempertimbangkan dan memutuskan suatu 

perkara, wajib untuk memberikan solusi atau perlindungan hukum 

kepada pembeli beritikad baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 

1365 KUH Perdata bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang 

membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena 

salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut'. 
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